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BUPATI BANYUMAS,

Menimbang :  bahwa memenuhi ketentuan Pasal & Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun
2007 tentang Anggaran Psndapatan dan Belanja Dasrah Tahun
Anggaran 2007, peru ditetapkan Peraturan Bupati Banyumas tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan den Belanja Daerah Tahun Anggaran
2007 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD  Tahun

Angoaran 2007 ;
Mengingat o 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1850 ientang Pembeitukan
Daerab-daerah  Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi  Jawa
Tengah;

? Undang-undang Momor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan
Eangunan (Lembaran MNegara Republik Indonesia Tahun 1985
Momar B2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3312) sebagaimana felah diubah dengan Undang-Undang Momor
12 Tahun 1984 (Lembaran Megara Renublik Indonesia 1ahun 19494
MNomor 62, Tambahan Lembaran Meaara Republik Indonesia Nomor
35649) ;

3. Undang-undang Momor 18 Tahun 19€7 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Dasrah (Lernbaran Megara Republik Indoresia Tahun
1987 MNomor 41, Tambahar Lembaran Negara Republik Indonesia
Momor 3685) sebagaimana telah divbah dengan Undang-undang
Momor 34 Tahun 2000 {Lembaran MNegara Republis Indonesia
Tahun 2000 Momcr 246, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Momor 4048) ;

4. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak
Atas Tanah dan Bangunan {Lembaran MNegara Republik Indonesia
Tahun 1997 Momeor 44, Tambahan Lembaran MNegara Republik
Indonesia Momor 3688) ;

5. Undang-undang Meomear 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Megara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
iLembaran Megara Republik Indonesia Tahun 1999 Mormor 75,
Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 38513
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Undang-undang Memar 17 Tahun 2003 teatang Keuangan Megara
(Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 2003 Mormor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288) ;

Urdang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pesbendaharaan
Megara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
5. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomar 4355) .

Undang-undang Meomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan MNegara (Lembaran
Megara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400}

. Undang-undang MNomor 25 Tahun 2004 tentarg Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik
indonesa Tahun 2004 Noraor 104, Tambzhan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4421)

Undang-undang MNomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintanan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomar
125, Tambahan Lerbaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah
diubah Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 wentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun
2005 tentang Perubahan Undang-undang Momer 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahar, Dasrah menjagi Undang-undang {Lembaran
Nagara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indenesia Momar 4548)
Undang-undang Nemar 33 Tahun 2004 teniang Pefimoangai
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
{Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126G,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438} |

Peraturan Pemerintah Nomaor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan
dan Pengawasan atas Penyelenggarean Pemerintahan Caerah
(Lembaran Megara Republik Indonesie Tahun 2001 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republiz Indonesia Nomaor 4090} |

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pa/ak Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Momor 118,
Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4138) .

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2007 tentang Retribusi
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomar
119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomar
4139) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukar
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggeta Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (Lembaran Megara Republi indonesia Tahun 2004
Mormaor 90, Tambahan | embaran Megara Rzpublik Indonesia Momar
4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomer 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Momor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler
dan Ksuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indoresia Tahun 2005 Nomaor
94. Tambahan | embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);



16.

17.

18.

19.

20.

21.

P
[

23

24.

25

26.

27

28.

Peraturan Permrerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umun (Lembaran Negara Republik
Inconesia Tahun 2005 Nemor 48, Tambahan Lembaran MNegara
Republik Indonesia Namor 4502) ;

Peraturan Pemerintah Momor 24 Tanun 2005 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Megara Republik Indonesia
Tanun 2005 WNomor 49, Tambahan Lembaran MNegara Republik
Indonesia Momor 4505)

Peraturan Pemerintah Momor 54 Tahun 2005 tentang Finjaman
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Momaor
136, Tambahan Lembaran MNegara Rapublik Indonesia Momor
4574);

Peraturan Pemerintah Momar 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Nagara Republik Ihdonesia Tahun 2005
Momor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Momor 4575)

Peraturan Pemerintah Momor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Kewangan Daesrah (Lembaran Megara Republik Indonesia
Tahun 2005 Momor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Momor 4576) ;

Peraturan Pemerintah MNomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah
iLembaran Megara Republilk Indonesia Tahun 2005 Momor 139,
Tambahan Lembaran Megara Republik Indonesia Momor 4577) ;
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Keuangan Daerah {Lembaran MNegara Republik Indonesia Tahun
2005 Momor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomaor 4578) ;

Peraturan Pemerintah Momor €5 Tahun 2005 tentang Pedoman
Peayusunan dan Penerapan Standar Pelayanan  Mirimal
{Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 2005 Momor 150,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomar 4585) ;

Peraturan Pemerintah Momor 8 Tahun 2005 tentang Pelaporan
Keuangan dar Kinerja Instansi Pemerintah {Lembaran Megara
Republik Indonesia Tahun 2006 Momeor 25, Tambahan Lembaran
Megara Republik Indonesia Momar 4814) ;

Peraturan Menteri Dalam Neger Momor 13 Tahun 2706 tentang
Fedoman Pengelolaan Keuangan Daerah |

Peraturan Menteri Dalam MNegeri Momor 26 Tahun 2006 tentang
Pedoman Penyusunan APED Tahun 2007 ;

Peraturan Daerah Kabupalen Banyumas Momor 22 Tahun 2006
tentang Fokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah /Lembaran
Daerah Kabupaten Banyumas Momor 14 Seri E) ;

Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Womor 1 Tahun 2007
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanju Daerah Kabupalen
Banyumas Tahun Anggaran 2007 (Lemberan Daerah Kabupaten
Banyumas Tahun 2007 Momaor 1 Seri A).



MEMUTUSKAN :

Menetapkan - PERATURAN BUPATI BANYUMAS TENTANG PZNJABARAN
ANGGARAMN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN
BANYUMAS TAHUN ANGGARAN 2007

Pasal 1

lnggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 sebagai berikut :

1. Pendapatan :
a Pendapatan Daerah Rp. B2.304.973.500,00
k. Dana Perimbangan Rp. 700.352.000.000,00
¢. Lain-lain Pendapatan yang sah Rp.  32.062.699.000,00
Jumlah Pendapatan Rp. 815718672500 00
& Belanja :

a. Belanja Tidak Langsung
1) Belanja Pegawai Rp. 501.263.805.414 .00
2] Belanja Bunga Rp. 107.041.760,00
3} Belanja Subsidi
43 Belanja Hibah

5} Belanja Bantuan Sosial Rp. 45122482860 00
) Belanja Bagi Hasil Rp. 4737.500.000,00
71 Belanja Bantuan Keuangan Rp. 43.756.500.000,00
B) Belanja Tidak terduga Rp. 6.000.00000000

Jumilah Rp. 596.695330.034,00

b Belanja Langsung

1) Belanja Pegawali Rp. 5B.251.851.355,00
2) Belanja Barang dan Jasa Rp. 106.732.553.858,00
3) Belanja Modal Rp. 115336370.053,00
Jumlah Rp. 2B0.320.87% 266,00

Jumlah Belanja Rp. 877.016.205.296,00

Surplus/(Defisit) Rp. (81.296.532 500,00}

3 Pernbiayaan .
a Penerimaan Rp. 74.812.388.753,00
k. Pengeluaran Rp. 13.515.855.935.00

Jumleh Pembiayaan Netto Rp. £1.208.532.800.00




Fasal 2
Ringkasan Penjabaran AFED sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam
larmpiran | Peraturan Bupati ini.

Pazal 3

Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebib lanjut dalam Lampiran
I Peraturan Bupati ini.

Fasal 4
Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 dan Pasal 3 merupzkan hagian yang Itida}q
terpisahkan dari Peraturan Bupati Banyumas ini.

Pasal 5
Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut
dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan

ketentuan perundang-undangan.

Pazal 6

Peraturan Bupati Banyumas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya
laku surut sejak 1 Januari 2007,

Agar setiap orang mengeahuinga, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini
dengan panempatannya dalam Bernta Daerah.

Ditetapkan di Purwokerto

_—pada tanggal | © ey 2007
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